Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM
DAN/ATAU BENCANA SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat korban
bencana alam dan/atau bencana sosial, Pemerintah Daeran
memberikan bantuan dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan bantuan scbagairmana
tersebut diatas demi terwujudnya akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan, maka perlu di atur
pedoman pelaksanaannya;

C. bahwa sehubungan adanya perubahan struktur organisasi
dan tata kerja dilingkungan Pemerintah  Kabupgden
Lampung Barat maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan korban
Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten
Lampung Barat perlu direvisi; '

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimukaud
dalam hurufl a, hurul b dan huruf ¢ perlu ditctapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan
Korban Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten
Lampung Barat;

1. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 1991  tenlang
Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat [T Lampung Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tientang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih - dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republile
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (enlang
Pemecrintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telali
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ;



Menetapkan

o)

10.

Penuggoangan  Boncana nomoardn Segara Republi
Indoncsia Tahun 2007 Nomor ()b, Tambahan Lcembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 (entang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lombarei Negosy
Republik Indonesia Nomor — 49067);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 140, T u‘un})a]ldll Lembaran
Negara republic Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman l'-"cngj()lulq(,m Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatiun 2011
tentang Pcdoman Pemberian itiibah dan Bantuan Sosiai
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Barat Mamor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Kabupaten Lampung Barat schagaimana  telah  diubai
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaie:
Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  PENYALURAN
BANTUAN KORBAN BENCANA ALAM DAN/ATAU BENCANA
SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

1.
2.

3.
4

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupdtl ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah | nbupa en Lampung Baral

Pemerintah Dacrah adalali remcinlah Ravupatctn Lot
Barat

Bupati adalah Bupati Lampung Barat

Kepala Dinas Pendapatan, Pcngelola Keuangan dan Asct
Daerah (PPKAD) sclaku Pejabat i‘cngelola Kcuangan Daecrais
adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Lampung Baral.



S.  kepala Dinas Kependuwdukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan
Tenaga Kerja adalah Kcpala Dinas Kependudukai,
Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kcrja Kabupatcn
Lampung Barat

6. Kepala Pclaksana Badan Penangulangan Bencana Dacrah
adalah Kcepala Pelaksana Badan Penanggulangan B3encana
Daerah Kabupaten Lampung Barat

7. Camat adalah Camat vang membawahi Pckon/Kelurahan
dimana masyarakat yang mengalami bencana alam dan/atau
bencana sosial bertempat tingsal.

8. Bantuan bcencana alam dan/atau bencana sosicl adalah
pemberian bantuan bervps oo dewt onierintad Daciad
Lampung Barat kepada masvarakat yang tertimpa musibah
schagal akibal dart bencuna aloon darny/ Qe honcass sonia
seperti kebakaran, banjir dan erosi, tanah longsor, angin
topan, angin puting beliung, huru hara, konflik dan lain
sebagainya yang dapal dikatcgorikan schagai musibah yang
ditimbulkan olch alam dan/atau sosial, vang menimbulkan
kerugian harta benda dan  cacat  lisik  dan bukan
Jjiwa/kematian.

9. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Twuan pemberian bantuan bencana alam dan/aten Dencana oooial adalil wniol
meringankan beban penderitaan yang dialami oleh masyarakal yang tertimpa musibah
bencana alam dan/atau bencana sosial yang mcengakibaikan kerugian harta bendua
dan bukan jiwa/kematian.

BAB I
PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima
Pasai 3

(1) Penerima bantuan adalah masyarakal vang terinpe musisah (Kochan) bencarna
alam dan/atau bcencana sosial.

(2) Bencana alam dan/atau bencana sosial scbagaimana dimaksud pada ayat (!)
tidak termasuk bencana karcna peristiwa force mayor atau bencana alan
dan/atau bencana sosial dalam skala besar,

(3)  Penerima bantuan bencana alam  dan/atau bencana sosial sebugainiana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupatll.

Bagian Kedua
Besaran Dana Bantuan
Pasal 4

(1) Besaran dana bantuan bencana alam dan/avaa bencana sosial schagaitia:
dalam pasal 3 dihitung berdasarkan nilai kerugian materi danj/atau cacat tisik
yang dialami.



a. Korban cacat fisik

Nomor Jenis Kecacatan Jumlah Bdnlum -
1 __ | Cacat fisik permanen oode . Rp.2.000.000,-

b. Korban Harta Benda - - 7
~ Nomor Jumldh }\wns,lan ~Jumlah Bantuan
R Qpﬂw ()()O 000,- s/d Rp 20. O»Q_O_‘Q()() 1 Rp. 1.000.000,

2 >Rp 2() ()O() OO() - s /gﬁ{ggl 4() .000.000,- +  Rp. 7‘]7.30() 000,-
3 | >Rp. 40.000.000,- s/c Rp. 60. OQQ,‘QO() I Rp. 2.000. ()L)()
4 >Rp. 60. OOO 000,- s/d Rp. O 000.000,- I Rp. 3.000. SR

5 N >Rp.  80.000.000,- s/d Rp. 1()() O( )7.()()0 - Rp.o4a. ()()(‘ 000
. 6 >Rp. 1()() O()O ()O() e R, ()OU )0() -
(3) Besaran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk didalamnya biaya materai sccukupnya.
BAB 1V
PERSYARATAN
Pasal 5

(1) Penerima bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial scbagaimana pasal 3
harus memiliki ;

a. ldentitas dirt berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Donisil
dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat atau pejabat berwenang; dan

b. Surat Keterangan Tertimpa Bencana dart Peratin/ Lurah yang dikcetahui Camal
setempat.

(2) Kelengkapan berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada
Bupati melalui Dinas Kependudukan Pencatatan sipil Sosial dan Tenaga Kerja.

(3) Berkas harus diterima di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosiat dais
Tenaga Kerja paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung dari hari terjadinya
bencana alam dan/atau bencana sosial tersebut.

(4) Apabila berkas yang disampaikan lebih dari 30 (Tiga puluh) hari, maka berkas

(1)

tersebut dapat ditolak.

BARV
MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
Pasal 6

Penyaluran bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial dilakakan olel
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan  Dacrah (“"'“\,)‘
dengan menerbitkan SPP-LS yang digjukan kepada Pejabat Pengelola Keuanigas
Daerah (PPKD) meclalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PP
Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan permohonan yang diajukan pencerimea
bantuan melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja
Kabupaten Lampung Barat.

BAB V1
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAR
Pasal 7

Camat memiliki tugas dan tanggungjawab scbagai berikut;

a. menerima laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial dari warga
dengan dibuktikan Sural Keterangan Bencana dari Peratin/Lurah;

b. melakukan peninjauan langsung (survey) ke lokasi kejadian bencana alam

@A atau bencana sosial;



(1)

(2)

)

S MEelaporkan fasl: peniliacal langsung (survey; Ke lokasi kejadian bencana

et}
Bencana Dacrah dengan tembusan kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan
Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; dan

ciam dan; atau bencana sosial kepada Bupau melalui Badan Penaggulangan

.mclakukan sosialisasi, monitoring dan cvaluasi program bantuan bcncana

alam dan/atau bencana sosial ke Pckon/Kelurahan yang ada di wilayah
kerjanya.

Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja memiliki tugas
dan tanggungjawab scbagai berikut;

a.

bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan
pemeriksaan/peninjauan (survey) ke lokasi bencana alam dan/atau bencana
sosial berdasarkan laporan Camat;

.mengajukan permohonan bantuan dana berdasarkan perhitungan nilai

kerugian kepada Bupati meclalui Kepala Dinas  Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset Dacrah (PPKAD);

. menerima rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau

bencana sosial dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asct Dacrah
(PPKAD) kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah Kabupaten; dan

. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi program bantuan bencana

alam dan /atau bencana sosial ke kecamatan se Kabupaten Lampung Barat.

Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Asct Dacrah memiliki tugas darn
tanggungjawab scbagai berikul,

a.

menerima  dan memverifikasi  kelengkapan  berkas  persyaratan  bantuan
bencana alam dan/atau bencana sosial yang diajukan olch Dinas
Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja;

.menyalurkan  bantuan  bencana  alam  dan/atau  bencana  sosial  kepada

penerima bantuan yang diajukan Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil,
Sosial dan  Tenaga Kerja melalui rekening  penerima bantuan  yang
bersangkutan sesuai persyaratan yang diajukan olch Dinas Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja; dan

. menyampaikan rekapitulasi data penerima bantuan bencana alam dan/atau

bencana sosial kepada Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan
Tenaga Kerja scbhagar bahan monitoring dan cvaluasi prograr.

Badan Pcnanggulangan Bencana Dacrah  moemiliki tugas dan tanggungjawab
scbagai berikut;

a.

b.

T

setelah menerima laporan dari Camat melakukan peninjauan  langsung
(survey) ke lokasi bencana sosial; dan

menerima  tembusan  laporan  penyaluran  dana  bantuan  bencoana alan
dan/atau bencana sosial dari Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial
dan Tenaga Kerja yang ditujukan kepada Bupati melalaui Sckretaris Dacrah.,

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8§

Dana bantuan bencana alam dan/atau hencana sosial bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupalen Lampung Baral pada tahun
anggaran berjalan.

Dana schagaimana dimaksud pada ayat (1) penganggarannya pada Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Assct Dacrah.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Dana bantuan bencana alam dan/atau bencana sosial tahun sebelumnya yang
belum dibayarkan kepada penerima akan dibayarkan pada tahun anggaran
berikutnya dengan tetap mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pcrturan Bupati Lampung
Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Korban
Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial Kabupaten Lampung Barat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2014

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memecrintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung
Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal Z1 marel 2014

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASR

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

~-
NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR....[.(? .................



